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BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ |72 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR 188/71/404.101.2/B/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN NGAWI MASA BHAKTI 2021-2026

a.

BUPATI NGAWI,

bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan Keputusan
Menteri Dalam Negeri nomor 411.4-4946 Tahun 2021
tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK
Tahun 2021, maka  Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/71/404.012/B/2021 tentang Pembentukan
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Ngawi Masa Bhakti 2021-2026 perlu ditinjau
kembali untuk diadakan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/71/404.012/B/2021 tentang Pembentukan
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Ngawi Masa Bhakti 2021-2026.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang  Republik Indonesia ~ Nomor 52
Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3475);



10.

11.

12.

13.

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana  telah diubah dengan
Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa  kali  diubah terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden
nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga;

Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/71/404.101.2/8/2021 tentang Pembentukan
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Ngawi Masa Bhakti 2021-2026.



MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/71/404.101.2/B/2021 tentang Pembentukan Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Kabupaten Ngawi Masa Bhakti 2021-2026 diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas :
a. menghimpun, menggerakkan dan membina
potensi masyarakat untuk terlaksananya 10
(sepuluh) Program Pokok PKK;
b. merencanakan, melaksanakan, memantau,
dan mengevaluasi 10 (sepuluh) Program
Pokok Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan  Keluarga sesuai dengan
kebutuhan masyarakat;
¢. memberi pembinaan yang meliputi
penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan
pendampingan  kepada Tim  Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
secara berjenjang sampai dengan kelompok
Dasa Wisma
d. melakukan supervise, advokasi dan
pelaporan secara berjenjang terkait program
Gerakan Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga; dan
e. menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat.
2. Ketentuan Diktum KETIGA dihapus.
3. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal § Apl 2011

BUPATI NGAWI,
ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.




